
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja 
Aparatur Sipil Negara, guna peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat maka perlu mernbertkan 
tambahan penghasilan yang daoat mendorong 
prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan 
pegawai; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Ta.hun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pernerintah Daerah 
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada 
Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, 
rempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, 
preetaei kerja, dao/ a.tau pertim bangan objektif' 
1ainnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tambahan 
Penghasilan Aparaiur Sipil Negara Lingkup 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Prcvinsr 
Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara Republik 
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l) Pemberian TPP melalu i proses penilaian kinerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal J 4 dan 15 
dllaksanakan secara elektronik pada aplikasi e­ 
Kioel'ja Kepegawaian. 

(5) Penginputan aktivitas dilakukan setiap hari kerja 
dan validasi kegiatan bawahan dilakukan oleb 
atasan langsung. 

Pasal 16 

Ill. Ketentuan Pasal 16 ayat ( l) dan (51 cLiubah clan ayat (7) 
dihapus sehingga Pasal 16 ayat (I) dan (5) berbunyi 
sebagai berikut: 

ll. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf(d) dihapus. 

I. Ketentuan Pasal 3 ayat (cl dan {e) dihapus. 

Pasal l 
Beberapa ketentuan dalam Pernruran Bupan Kolaka 
Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Ncgeri Sipil Lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025 Nomor 3) diubah 
sebagai berikut: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA 
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANO 1"AMBAHAN 
PENGHASILi\N APARATUR SIPIL NEGARA LINCKUP 
PEMERJNTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA. 

MEMUTUSKAN : 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tarnbahan 
tcmbaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
rnenjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 l, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68561; 
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Keterangan: 
ft • nominal TPP rnaksimaJ kehadlran (30o/q 

perkelas jabatan 
h - jumlah hari .kerja pcrbutan 
mkh • Jumlah menu kerja perhari 
mpsw - jumlah menit pulang kerja sebelum waktunya 

mkh 
x mpsw 

(n:h) 

e. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada 
bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP 
kehadiran dengan perhitungan sebagai berikut : 

Keterangan: 
n .. nominal 'l'PP makaimal kehadinln (300~ 

perkelas Jaba1AJ1 
h ... jumJah hari kerja pcrbulan 
mkh • jt101lah menu kerja perhari 
mtmk .. jumlah menlt terlo.mbat mnsuk ke1jo: 

mkh 
= mt 

(n:h) 

V. Ketentuan Pasal 18 huruf d, huruf e, huruf f diubah dan 
huruf l dthapus sehingga Pasal 18 huruf d, huruf e, dan 
huruf J, berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 
d. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada hari kerja 

bulan herjalan, maka diberik.an pcngurangan TPP 
kehadiran dengan perb.itungan sebagai berikut: 

Pasal 17 
II Dalam rangka integrasi aplikasi e-kinerja setiap 

Pegawai melakukan presensl kehadiran melatui 
mesin absenst yang terintcgrasi denga.n aplikasi e­ 
kinerja. 

(3) Verifikasi atas kinerja terhadap kehadiran ASN, dan 
verifikasi terhadap kesesuaian <tan keabsahan Su rat 
Tugasj'Penugasan yang ditarnpilkan olch ASN pada 
aplrkasi e-Kinerja akan dilakukan oleh tlm kerja 
Bagian Keu.angan Sekretariat Daerah. 

IV. Ketentuan Pasal 17 ayat [I] diubah dan ditrunbahkan 
satu ayat sehlngga Pasal 17 ayat (I) dan ayat (31 berbunyi 
sebagai berikut: 
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BERITA DAERAH KAEUPATE:N KOLAKA UTARA TAHUNmfNOMOR .lh. 

Diundangkan di Laeusua, 
pada tanggal, 17 ok~~r u,zs· 
Pj. SE:KRETARIS DAERAII 
KABUPATEN KO UTARA, 

Ditetapkan di Lasueua 
pada tanggal, \ 7 o\d.-o~ ?.<flS 
BUPATIK¥A, 

NroMANUMAR 

PasaJ 2 
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan 
pengundangan Perubahan Peraturan Bupati Kolaka 
U tara ini dengan penempatannya dalam Serita Daerab 
Kabupaten Kola.ka Utara. 

VI. Keteotuan pada Larnpiran I, II dan ru pada Peratura.n 
Bupati Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang 
Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Lingkup 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dihapus. 

f. Presensi Aparatur SipiJ Negara dan Caton Pegawai 
Negeri Sipil secara elektronik dilaksanakan sebagai 
berikut : 
1. Absensi hari Senin sampai deagan hari Karms 

jam 07.00 · 16.15 WITA 
2. Absensi hari Jurnat jam 07.00 - 16.30 WITA 
3. Absensi bag.i pegawai yang menerapkan srstern 

kerja shin [pergantian jam kerja) secara 
bergiliran ecuap hari dilaksanakan pada: 

- pagijan107.00 s/djam 14.00 
- siang jam 14.00 s/djam 21.00 
· rnalam jam 21.00 s/d jam 07.00 
- hari libur l x 24 jam 
- hari kerja I x 24 jam 
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